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KEPUTUSAN KFPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGA.! KOMERING ILIR
Nomay : o [PISP-EPPM /IOSS /2016

TENTANG
IZIN OPCRAS!ONAL TKS HANDAYANI
DESA SUKASARI KECAIMATAN MESUJI RAYA
KABUFATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPLLA BADAN PERIZINAM DAl PENANANMAN MODAL
KABIIPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kelancaran 00’:"'510"‘-4.‘
~aman Kanak - Kanax TKS HANDAYANI Desa Sukasar Kecamatan Mesuji Raya

Kab. OKI, dipar.dang periu menerbitian |zin Operasinnal,
b. bahwa Pendiran Taman Kanak - Kanak TKS HANJAYANI Desa Sukasarn
Kecamatan Mesuji Raya Kab. O« telah mend:patkan Rekomendasi dan Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan - Komering Alif Nomor
420/337/PLS.3/D.DIK/201G (entang pemberian |zin. Oporasional Paud | Taman
Kanak - Kanak dan sudah dilaliwkan verifikasi,
c. bahwa pendirian Taman Kanak - Kanak TKS HAHOAYANI Desa Sukasan
Kecamatan Mesuji Kaya Kab. OKI telah memenuhi syaiat sebagian diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomo: 06%?002 tentang Pedoman
Pandidikan Sekolah;"
d. bahwa berdasarkan per‘ﬂmbanqén_ mana dimaksid pada huruf a, b, dan ¢
diatas, peiu menetapkan- Keputusan Kepala Badan Rcdzinan dan Penanaman
Modal| tentzng |zin Op anak-kanak HANDAYANI Desa
Sukasari Kecamatan Mesui len Ogan Ko llir;
Mengingat  : 1. Undang-Undang N a'[‘gmm 1959 ntang F tukan Daerah Tingkat
Il dan Kot praja di Sumatera Selatun-(lembaran egara Rl Tahun 1958
Nomor 73, Tambahan Lemnbaran Nagara ‘Nomor 18
2. Undang-/ndang Nomor 20 Tahun 2003 % Slatem Pendidikan
Nasional (Lembaran Neyara Rl Tahun 3 Nomar 78, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4437) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2014 Nomor 244, Tambaan
Lembaran NegaraRepublik Indcnesia N - 5587), sebagaimana telah diubah
un tentang penetapan Peraturan
Pemerintzh  Pengganti U ang-‘Un Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-
Daerah Menjadi ndaﬁ‘g-%‘ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 24, Tam embaran MNegara Republik Indonesia Nomor
5657),
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republiic Indcnesia Nomor 4985);

sy 5. Peraturan Pemerintah Numor 38 tahun 2007 tentany Pembagian Urusan

--'a,-;'. Pmmﬂmshan antara Pameﬂn_lah. Pemerintahan Daerah Propinsi dan

- Gt YR ' a (Lembaran Negara Republik Indonesia

ol N TAR s s Ry ;ahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
R omor 4737);

T 6. Peraturan Peme_rinmn Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (
! an Negara RI Tahun 2008 Nomor 841, Tambahan Lembaran negara R

Perammn"_ asmrinw Nomor 17 ‘fahun 2010 fentang  dan
mbaran NenmﬂlTahun momumzs.




menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Ytn :
1. Bupati Oga

8.

10

14,
12,

13.

Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak TI_(S i_iANDAYANl Desa
Sukasari Kecamaten Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering llic.

Femberian Izin Operasional sebagian dimaksud pada diktum PERTAMA dengan
keteniuan :

1

Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / 2lamat div/ajibkan melapor
ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering llir sekurang = kurangnye enam
bulan sebelurn dilaksakan pemindahannya.

Keputusan ini mulai berlaku sejek tanggal dite‘apkan dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

n Komering lli
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Linas Pendidikan Kabupatan Ogan Komering llir

- ]

Peraturan Monteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang
Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan vang menyelenggarakan
Pendidikaii Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara
Pendidikan Dzsar dan/atau Menengah Szbagal Badan Hukum Pendidikan,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomior 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tanun 2010 —2014;

Keputusan Men'eri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;

- 3 . 8
Peraturan Dasrah Kabupaten Dgan Komering I[lr Nomor. 05 Tahun 200
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah

dalain Kabupaten Ogean Komaring I'ir;

' i tentang
Peraturan Bupati Ogan Komering llir Momor 05 Tahun 2008
Pelimpahan Sg:agian Wewenang dibidang perizinan dan penanaman Modal
Kabupaten Ogan Komering Ilir

i i i jan
Keputusan 3upati Ogan Komering llir Nomor 15 Tahun 2008 tentang ura
tugas pook dan fungsi Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten

Ogan Komering llir.
MEMUTUSKAN:

Penyeienggara sekolah wajib menyediakan sumber pembiayaan yang dapat
menjamin kesinambungan dan kelancaran disekolah sekurang-kurangnya

selama 5 (lima) tahun; P,
Penyelengyara szkolah 'vajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan
sesuai dengan standar pelayanan minimal;

Yayasan atau badan penyelenggara sekolah dilarang memiliki jabatan
pengelola organisasi sekolah;

Apabila terjadi pengintegrasian sekolah, perubahan bentuk atau alih fungsi
sekolan penyelenggara wajit mangajukan izin kepada Badan Perizinan dan
Penananien Modal setelah mendapat rekomendasi dari kepala Dinas
Pendidikan;

Penyelenggara sekolesh wajp melaporkan perkembangan kegiatan
penyelenggaraan sekolah setiap semester kepada Bunati melalui Kepala Dinas
Pendidikan.

Ditstapkan di Kayuagung
pajatanggal, 02 Februari 2016




CERUTUSAN -

KEFALN KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN ({EBUDAYAAM
LABUFATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINST SUMATERA SELATAN

Momar ;522 /111.4/DS/1998.

Tentang

FEFALA WANTOUR DEFARTEMEM FENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAEUFATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN

Membaca : Surat permochonan Yayasa .Hapdayan
Nomor . 93/ Mmlﬁh%i
targgal . 15.Nopemben 3997T.. ..

Menimbang ol G

Mengingatl

bahws Yayasan .TK.Handeyand, ....... dan Taman
Kanak—ranak yang akan didirikan dan dise—
lenggearakannya itu telah memenuhi persyara—
tam vang berlaku.

bahws berhubung dengan hal tersebut pada
tutir & diatas. dipandang perld memberi
izir pendirian dar penyelenggaraan Taman
Kanak-—tanak tersebut.

Urdang—undang No. 2 tahim 198%
Feraturan Pemerintah
. Momar 27 tahun 1990;
S Memor 38 tabuan 19925
Nomcr 25 tahum 1592
Feputusen Menteri Pepndidikan dan
Mmoo ul“S/"]/i‘?E_. Subagaiman telal
uwah dengan Keputusan Menteri Pe
dar kebudayaan No. 02&2!0/1?84,
Homar 0438&4/U/1992
Nemor 0125/U/1994 sebagaiman be'ah d'
ubiah dengan keputusan PMente id
dan Keosudayaan Nomor COZ /U7
Wamor ¢
(3K Fenganghatan ke
llantor Inspeksi
dan Kebudayar Kab

Memperheatikan : Surat hdaran Dlre”
Dasai dan vlenenc




Kedua Apabils terjadi pelanggaran atas Vetentuan-—
ketentuan pa'nyalengg_al"_ail'l'Tﬂl’l‘lal‘! Kanak—Kanak
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048&6/U/1992
Pemberiar izin tersebut pada diktum "Per -
tama" akan dicabut.

Keputusan iri mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. 4 .

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal =T Pebuari 1998.

Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Propinsi
Sumatera Selatan
a.n.b
ala Kantor Departemen
S dytrigan, dan Kebudayasn
B))3 ! ng-—1lir
-:'*.,:" WILAYAR
FROPINE L

Tembusan Yth :

1.Kakanwil Depdikbud Prop.SS
di Palembang.

2.Kakandep Dixbudcam Mesuji.

3.Kepala Dinas P dan K Tk.II
di Kayuagung.




